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ABSTRAK

Latar belakang: Sejak 2022 dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tidak lagi diberikan
dengan tarif seragam, tetapi dengan satuan biaya per siswa yang berbeda antardaerah, dan pada
tahun anggaran 2025 sekolah di daerah khusus mendapat satuan biaya tersendiri. Seberapa besar
selisih dana per siswa antara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan daerah lain belum
pernah diukur secara terbuka. Tujuan: Mengukur besar dan pola ketimpangan satuan biaya BOS
Reguler per siswa jenjang SD dan SMP antara daerah 3T dan non-3T. Metode: Analisis
deskriptif-komparatif data sekunder dari Lampiran I Keputusan Mendikdasmen Nomor
8/P/2024 (satuan biaya TA 2025) untuk 514 kabupaten/kota. Daerah 3T didefinisikan dengan
dua cara: (1) 62 kabupaten daerah tertinggal menurut Perpres Nomor 63 Tahun 2020 dan (2)
satuan biaya “daerah khusus” yang berlaku bagi sekolah di desa daerah khusus. Perbedaan diuji
dengan uji Mann—Whitney dan delta Cliff, dan ketimpangan diukur dengan indeks Gini dan Theil
beserta dekomposisinya. Data per sekolah dan jumlah siswa tidak tersedia, sehingga analisis
memakai tarif per siswa, bukan dana yang benar-benar diterima sekolah. Hasil: Satuan biaya SD
non-daerah khusus berkisar dari Rp900 ribu sampai Rp1,96 juta (rasio 2,18). Rata-rata di daerah
tertinggal Rp1,34 juta, 37,9% lebih tinggi daripada di daerah lain (Rp972 ribu; & Cliff = 0,63; p <
0,001); pola serupa terjadi di SMP (39,3%). Namun, selisih ini hampir seluruhnya berasal dari
Papua; di luar Papua selisihnya hanya 7,5%, dan daerah tertinggal di Nusa Tenggara dan Sulawesi
justru mendapat tarif rata-rata lebih rendah daripada tetangganya. Wilayah menjelaskan 71%
ketimpangan antarkabupaten, sedangkan status tertinggal 40%. Tarif daerah khusus adalah tarif
biasa dikali faktor tetap per kelompok pulau, dari 1,128 (Jawa) sampai 1,275 (Papua), sehingga
tambahan rata-rata untuk SD berkisar dari Rp120 ribu sampai Rp426 ribu per siswa. Dari 55
daerah tertinggal yang statusnya terbaca, 54 memiliki tarif daerah khusus. Kesimpulan: Formula
BOS 2025 memberi dana per siswa lebih besar kepada daerah 3T, tetapi tambahannya mengikuti
indeks harga wilayah, bukan tingkat ketertinggalan. Akibatnya, daerah tertinggal di luar Papua
hanya sedikit diuntungkan, dan sekolah daerah khusus di Jawa masih menerima tarif di bawah
median daerah tertinggal. Temuan perlu diuji dengan data alokasi per sekolah dan jumlah siswa.
Kata kunci: dana BOS; satuan biaya; daerah 3T; daerah tertinggal; daerah khusus; ketimpangan
pembiayaan pendidikan; indeks Theil

ABSTRACT
Background: Since 2022 Indonesia’s School Operational Assistance (BOS) grant has used region-
specific per-student unit costs, and in fiscal year 2025 schools in designated special areas receive
a separate unit cost. The size of the per-student gap between disadvantaged, frontier, and
outermost (3T) regions and other regions has not been openly measured. Objective: To measure
the size and pattern of inequality in BOS per-student unit costs for primary (SD) and junior
secondary (SMP) schools between 3T and non-3T areas. Methods: Descriptive-comparative
analysis of Annex I of Ministerial Decree 8/P/2024 (2025 unit costs) for 514 districts. 3T was
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defined as (1) the 62 disadvantaged districts under Presidential Regulation 63/2020 and (2) the
special-area unit cost applied to schools in designated villages. Differences were tested with
Mann—Whitney tests and Cliff’s delta; inequality was measured with Gini and decomposed Theil
indices. School-level allocations and enrolment were not available, so the analysis concerns per-
student rates rather than funds received. Results: Regular SD unit costs ranged from IDR
900,000 to IDR 1.96 million (ratio 2.18). Disadvantaged districts averaged IDR 1.34 million,
37.9% above other districts (Cliff’s 8 = 0.63; p < 0.001), with a similar gap for SMP (39.3%). The
gap came almost entirely from Papua: outside Papua it was 7.5%, and disadvantaged districts in
Nusa Tenggara and Sulawesi received lower average rates than their neighbours. Island region
explained 71% of between-district inequality, disadvantaged status 40%. The special-area rate
equals the regular rate times a fixed island-group factor, from 1.128 (Java) to 1.275 (Papua),
adding IDR 120,000 to IDR 426,000 per SD student on average. Of the 55 disadvantaged
districts with readable status, 54 had special-area rates. Conclusion: The 2025 formula gives 3T
areas more per student, but the premium follows regional price indices rather than degree of
disadvantage. Disadvantaged districts outside Papua gain little, and special-area schools in Java
still receive less than the median disadvantaged district. Findings should be verified with school-
level allocation and enrolment data.

Keywords: BOS grant; unit cost; 3T regions; disadvantaged districts; special areas; education
finance inequality; Theil ind

PENDAHULUAN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
adalah transfer dana per peserta didik dari
pemerintah pusat ke sekolah yang menjadi
tulang punggung kebijakan pendidikan dasar
bebas biaya sejak 2005 (Rosser & Joshi,
2013). Kajian Bank Dunia mencatat bahwa
BOS  adalah  sumber utama  dana
diskresioner sekolah (World Bank, 2014),
dan evaluasi dampak menemukan kaitan
BOS dengan capaian belajar yang lebih baik
(Sulistyaningrum, 2016). Selama hampir dua
dekade, satuan biaya BOS bersifat seragam:
sekolah di Jakarta dan di pegunungan Papua
menerima jumlah yang sama untuk setiap
siswa, padahal harga barang, jasa, dan
transportasi sangat berbeda.

Mulai 2022, satuan biaya BOS
Reguler ditetapkan per daerah dengan
keputusan menteri (Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi [Kemendikbudristek], 2022b),
dan pada tahun itu dihitung berdasarkan
indeks kemahalan konstruksi dan indeks
peserta didik (Kemendikbudristek, 2022a).
Untuk tahun anggaran 2025, satuan biaya
dihitung  berdasarkan  indeks  biaya
pendidikan masing-masing daerah dan
ditetapkan dalam dua bagian, yaitu tarif
“non-daerah khusus” dan tarif “daerah
khusus” (Kementerian Pendidikan Dasar
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dan Menengah [Kemendikdasmen], 2024).
Daerah khusus adalah daerah terpencil atau
terbelakang,  daerah  masyarakat  adat
terpencil, daerah perbatasan, dan daerah
bencana  atau  darurat  (Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
[Kemendikbud], 2020), yang ditetapkan
sampai tingkat desa (Kemendikbudristek,
2021). Dengan kata lain, kebijakan BOS kini
secara eksplisit memberi bobot lebih kepada
daerah tertinggal, terdepan, dan tetluar (3T).

Pertanyaan  apakah  bobot itu
memadai  adalah  pertanyaan  tentang
kesetaraan pembiayaan. Literatur
membedakan kesetaraan horizontal (siswa
dengan kebutuhan serupa mendapat dana
serupa) dari kesetaraan vertikal (siswa
dengan kebutuhan lebih besar mendapat
lebih banyak). Formula pendanaan sekolah
di banyak negara memakai penyesuaian
biaya wilayah dan bobot kebutuhan untuk
mencapal kesetaraan vertikal (Fazekas, 2012;
OECD, 2017). Penyesuaian ini penting
karena biaya menghasilkan layanan yang
sama  berbeda menurut lokasi dan
karakteristik siswa (Duncombe & Yinger,
2005), dan sekolah kecil di daerah terpencil
kehilangan skala ekonomi sehingga biaya per
siswanya lebih tinggi (Andrews dkk., 2002).
Bukti dari reformasi pembiayaan sekolah di
Amerika  Serikat menunjukkan  bahwa
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tambahan dana yang diarahkan ke daerah
miskin meningkatkan capaian belajar dan
mempersempit kesenjangan (Jackson dkk.,
2016; Lafortune dkk., 2018), meskipun
penambahan input tanpa perubahan cara
pemakaian  sering  tidak  berdampak
(Hanushek, 2003; Glewwe & Muralidharan,
2016).

Di Indonesia, ketimpangan fiskal
antarkabupaten masih besar meskipun ada
dana perimbangan (Akita dkk., 2021), dan
dana transfer pendidikan tidak selalu
menurunkan ketimpangan pendidikan; studi
panel provinsi menemukan bahwa DAU
dan DAK justru berkaitan dengan
ketimpangan pendidikan yang lebih tinggi,
sedangkan BOS menurunkannya
(Wirandana &  Khoirunurrofik,  2024).
Belanja daerah juga tidak otomatis menjadi
layanan yang lebih baik bila tata kelola lemah
(Lewis, 2017). Di daerah terpencil, masalah
ketidakhadiran ~ guru  dan  lemahnya
pengawasan  berkaitan dengan capaian
belajar yang rendah (Suryadarma dkk., 2006;
Bjork & Susanti, 2023), dan studi kasus di
wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan di
Papua mencatat persoalan akuntabilitas dan
pemanfaatan BOS (Abao & Gaffar, 2022;
Matani & Bleskadit, 2022). Telaah DPR
menyebut bahwa standar harga satuan di
daerah 3T sering disamakan dengan daerah
lain sehingga dana untuk daerah 3T tidak
mencukupi (Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara [PA3KN],
t.t.).

Meskipun demikian, belum ada
kajian terbuka yang mengukur seberapa
besar satuan biaya BOS per siswa di daerah
3T dibandingkan daerah lain setelah formula
baru berlaku, dan apakah tambahan itu
mengikuti tingkat ketertinggalan. Artikel ini
bertujuan (1) membandingkan satuan biaya
BOS Reguler per siswa SD dan SMP antara
daerah tertinggal dan bukan tertinggal; (2)
mengukur  ketimpangan  satuan  biaya
antarkabupaten/kota dan menguraikannya
menurut status tertinggal dan wilayah; dan
(3) menggambarkan besar tambahan tarif
daerah khusus menurut wilayah.

METODE

Desain. Penelitian ini adalah studi
deskriptif-komparatif ~ kuantitatif ~dengan
data sekunder dari dokumen kebijakan yang
terbuka. Unit analisis adalah
kabupaten/kota. Tidak ada data individu,
sehingga persetujuan etik tidak diperlukan.

Penyimpangan dari judul. Judul
menanyakan dana BOS per siswa yang
diterima sekolah di daerah 3T dan non-3T.
Data alokasi per sekolah (Lampiran 1I-IV
keputusan yang sama) dan data jumlah siswa
per sekolah dari Dapodik tidak dapat
diunduh dari lingkungan pengolahan data
penelitian ini: portal Kemendikdasmen,
JDIH, BPS, dan Dapodik tidak dapat
dijangkau, dan berkas keputusan lengkap
berukuran 47 MB hanya dapat dibaca
sebagai teks sampai batas tertentu. Karena
itu analisis memakai satuan biaya per siswa
yang ditetapkan pemerintah untuk setiap
kabupaten/kota, yaitu tarif yang dikalikan
dengan jumlah siswa untuk menghitung
alokasi setiap sekolah (Kemendikdasmen,
2024, Diktum KELIMA). Satuan biaya
mencerminkan dana per siswa yang diterima
seckolah reguler, tetapi tidak menangkap
perbedaan jumlah siswa, sekolah yang tidak
memenuhi syarat penerima, maupun BOS
Afirmasi dan BOS Kinerja yang dialokasikan
terpisah. Kata “sekolah” dalam judul karena
itu dibaca sebagai ‘“sekolah reguler yang
menerima tarif daerahnya”.

Sumber data. Sumber data
dirangkum dalam Tabel 1. Satuan biaya
diambil dari Lampiran I Keputusan Menteri
Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
8/P/2024, yang memuat satuan biaya BOP
PAUD, BOS Reguler (SD, SMP, SMA,
SMK, SLB), dan BOP Kesetaraan untuk
setiap kabupaten/kota dalam dua bagian: A
(non-daerah khusus) dan B (daerah khusus).
Daftar daerah tertinggal diambil dari Perpres
Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan
Daerah  Tertinggal Tahun  2020-2024
(Presiden Republik Indonesia, 2020); daftar
62  kabupaten dicocokkan dari dua
pemberitaan  yang mengutip lampiran
perpres karena naskah lampiran tidak dapat
diakses, dan kedua daftar identik.
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Kabupaten = Maluku  Tenggara  Barat
dicocokkan  dengan  nama  barunya,
Kepulauan Tanimbar, dan kabupaten di
Papua dicocokkan ke enam provinsi hasil
pemekaran.

Tabel 1. Sumber data penelitian

Data | Cakupan | Isi Sumber

yang

dipak

ai
Satua | 514 Tarif Kemendikda
n kabupaten | per smen (2024),
biaya | /kota, 38 | siswa | Lampiran I
non- | provinsi per bagian A
daera tahun
h SD
khusu dan
S SMP

(juga

PAUD

, SMA,

SMK,

SLB,

kesetar

aan)
Satua | 227 Tarif Kemendikda
n kabupaten | per smen (2024),
biaya | /kotayang | siswa | Lampiran I
daera | terbaca; untuk | bagian B
h bagian sekola
khusu | setelah h di
S Kab. Sigi desa

tidak daerah
terbaca khusus

Daera | 62 Status | Presiden
h kabupaten | terting | Republik
tertin gal Indonesia
ggal 2020— | (2020)

2024
Kriter | Tingkat Definis | Kemendikbu
ia desa 1 d (2020);
daera daerah | Kemendikbu
h khusus | dristek
khusu (2021)
S

Ekstraksi data. Teks lampiran
dibaca dengan mesin dari salinan PDF
keputusan yang dipublikasikan, lalu setiap
baris  kabupaten/kota  diurai  menjadi
sembilan kolom tarif. Pada bagian A,
seluruh 514 baris memuat sembilan nilai dan
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nilainya naik secara konsisten dari PAUD ke
SLB. Pada bagian B, sel kosong (jenjang
tanpa seckolah di daerah khusus) hilang
dalam teks, sehingga kolom tidak dapat
dibaca dari urutan saja. Kolom SD dan SMP
daerah khusus karena itu dikenali dari
rasionya terhadap tarif non-daerah khusus
kabupaten yang sama. Pada setiap provinsi
rasio SD dan rasio SMP ternyata sama
sampai tiga desimal, schingga nilai daerah
khusus diterima sebagai tarif SD (atau SMP)
bila rasionya menyimpang kurang dari 0,8%
dari faktor provinsi. Dengan aturan ini, tarif
SD daerah khusus teridentifikasi pada 225
dari 227 kabupaten/kota dan tarif SMP pada
206. Dua kabupaten (Kepahiang dan Bone
Bolango) hanya memuat satu nilai yang
sesuai dengan tarif PAUD, sehingga tidak
dihitung pada tarif SD daerah khusus.
Bagian B terpotong setelah Kabupaten Sigj;
status daerah khusus 104 kabupaten/kota di
Sulawesi  Tengah  (sebagian), Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat,
Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara
karena itu dicatat “tidak diketahui” dan
dikeluarkan dari analisis daerah khusus.

Definisi operasional. Daerah 3T
dioperasionalkan dengan dua cara yang
saling melengkapi. Pertama, pada tingkat
kabupaten, daerah 3T adalah 62 kabupaten
tertinggal menurut Perpres 63/2020; seluruh
kabupaten/kota lainnya (452) adalah non-
3T. Kedua, pada tingkat sekolah, sekolah 3T
adalah sekolah yang menerima tarif daerah
khusus; perbandingannya adalah tarif non-
daerah khusus di kabupaten yang sama.
Satuan biaya dinyatakan dalam ribu rupiah
per siswa per tahun. Faktor daerah khusus
(m) adalah tarif daerah khusus dibagi tarif
non-daerah khusus untuk jenjang yang sama.
Kabupaten/kota dikelompokkan ke tujuh
wilayah: Jawa (termasuk Banten dan DKI
Jakarta), Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
(enam provinsi).

Analisis. Perbedaan tarif SD dan
SMP non-daerah khusus antara daerah
tertinggal dan bukan tertinggal diuji dengan
uji Mann—Whitney dua sisi karena distribusi
tarif sangat menceng, dengan delta CIiff
sebagai ukuran efek (|8| = 0,474 dianggap
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besar). Untuk menilai apakah perbedaan
hanya berasal dari Papua, uji yang sama

diulang  tanpa  Papua.  Ketimpangan
antarkabupaten/kota diukur dengan
koefisien variasi, rasio

maksimum/minimum, rasio persentil 90/10,
indeks Gini, dan indeks Theil T. Indeks
Theil  diuraikan  menjadi  komponen
antarkelompok  dan  dalam  kelompok
(Shorrocks, 1980), dengan dua
pengelompokan:  status  tertinggal dan
wilayah, mengikuti penerapan dekomposisi
Theil untuk ketimpangan regional dan fiskal
di Indonesia (Akita, 2003; Akita dkk., 2021).
Semua indeks dihitung tanpa pembobot
jumlah siswa karena data siswa tidak
tersedia. Perhitungan dilakukan dengan
Python 3 (pandas, SciPy).

Keterbatasan desain. Pertama,
satuan biaya adalah tarif, bukan dana yang
diterima; ketimpangan dana per sekolah juga
dipengaruhi jumlah siswa, dan sekolah kecil
di daerah 3T menerima total dana kecil
meskipun tarifnya tinggi. Kedua, semua
kabupaten/kota dibeti bobot sama, sehingga
kabupaten kecil di Papua berpengaruh sama
dengan kota besar di Jawa. Ketiga, bagian
daerah khusus tidak lengkap untuk 104
kabupaten/kota, termasuk tujuh kabupaten
tertinggal (empat kabupaten di Nias,
Kepulauan Mentawai, Musi Rawas Utara,
dan Tojo Una-Una). Keempat, status
tertinggal ~memakai  daftar  2020-2024,
sedangkan tarif berlaku 2025; sebagian
kabupaten mungkin sudah keluar dari status
tertinggal. Kelima, jumlah sekolah atau desa
daerah khusus di setiap kabupaten tidak
diketahui, sehingga porsi siswa yang
menerima tarif daerah khusus tidak dapat
dihitung.

HASIL

Sebaran satuan biaya non-daerah
khusus. Pada 2025, satuan biaya BOS
Reguler SD non-daerah khusus berkisar dari
Rp900 ribu (tarif terendah, berlaku di 123
kabupaten/kota) sampai Rp1,96 juta di
Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, atau
2,18 kali lipat (Tabel 2). Medianya Rp940
ribu dan tiga perempat kabupaten/kota

bertarif paling tinggi Rp1,03 juta. Tarif SMP
berkisar dari Rp1,10 juta sampai Rp2,48 juta
dan selalu 1,21-127 kali tarif SD di
kabupaten yang sama, sehingga pola SMP
hampir identik dengan SD. Tarif kota rata-
rata lebih rendah daripada kabupaten (SD
Rp954 ribu berbanding Rp1,03 juta).

Perbandingan daerah tertinggal
dan bukan tertinggal. Rata-rata tarif SD di
62 daerah tertinggal Rp1,34 juta, sedangkan
di 452 daerah lain Rp972 ribu, selisth Rp369
ribu atau 37,9% (Tabel 2). Perbedaan ini
bermakna dan besar (U = 22.904; p < 0,001;
8 Cliff = 0,63). Pada SMP selisthnya Rp471
ribu atau 39,3% (8 = 0,64; p < 0,001).
Sebaran di dalam kelompok tertinggal jauh
lebih lebar (koefisien variasi 27,9%) daripada
di kelompok lain (9,5%): tarif SD daerah
tertinggal berkisar dari Rp900 ribu sampai
Rp1,96 juta. Dati 51 kabupaten/kota dengan
tarif SD Rpl,2 juta atau lebih, 35 adalah
daerah tertinggal.

Tabel 2. Satuan biaya BOS Reguler non-
daerah khusus menurut status daerah
tertinggal, TA 2025 (ribu rupiah per
siswa per tahun)

Jenja [n [Rat Me |S |M M K
ng a- |dia |B |in |ak |V
dan rat | n s (
kelo a %o
mpo )
k

SD

Daera |6 | 1.3 | 1.27 |37 {90 |19 |2

h 2 141, |5 4510 |60 |7,

tertin 0 9

ggal

Buka [ 4 | 972 | 940 92,90 | 1.6 |9,

n 51,3 5 10 00 |5

daera | 2

h

tertin

ggal

Semu |5 [ 1.0 | 940 [19 |90 |19 |1

a 1 |16, 6,60 |60 |9,
4 18 3

SMP

Daera |6 | 1.6 | 1.61 |47 |11 |24 |2
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tertin 0 4

ggal

Buka |4 |11 [1.16 |12 |11 ]20 |1

n 5197, |0 12100 [20 |0,

daera |2 |8 1

h

tertin

ggal

Semu |5 [1.2 |1.16 |25 [1.1]24 |2

a 1 (54, |0 1,3 100 |80 |0,
416 0

Keterangan: SB = simpangan baku; KV =
koefisien  variasi.  Uji =~ Mann—Whitney
tertinggal vs bukan tertinggal: SD U =
22.904, p < 0,001, 8 Cliff = 0,63; SMP U =
23.030,5, p < 0,001, 8 = 0,64. Tanpa Papua:
SD 1.037,5 vs 9654 (n = 32 vs 440; p =
0,002; 6 = 0,33); SMP 1.288,1 vs 1.189,3 (p
< 0001; & = 035. Sumber:
Kemendikdasmen (2024), Lampiran I bagian
A; Presiden Republik Indonesia (2020);
diolah penulis.

Peran Papua. Tiga puluh dari 62 daerah
tertinggal berada di Papua, dan di sana tarif
SD daerah tertinggal rata-rata Rp1,66 juta,
dibandingkan Rp1,23 juta untuk
kabupaten/kota Papua yang tidak tertinggal
(Tabel 3; Gambar 1). Bila Papua
dikeluarkan, selisih tarif SD daerah tertinggal
dan daerah lain menyusut dari 37,9%
menjadi  7,5% (Rp1,04 juta berbanding
Rp965 ribu), dengan efek sedang (6 = 0,33).
Di dua wilayah, arah selisih bahkan berbalik:
daerah tertinggal di Bali-Nusa Tenggara (13
kabupaten di NTT dan Lombok Utara) rata-
rata bertarif Rp955 ribu, lebih rendah
daripada daerah bukan tertinggal di wilayah
yang sama (Rp989 ribu), dan tiga daerah
tertinggal di Sulawesi Tengah bertarif Rp940
ribu dibandingkan Rp963 ribu. Kabupaten
Sumba Timur dan Belu, keduanya daerah
tertinggal, mendapat tarif terendah nasional,
Rp900 ribu.
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Satuan biaya BOS SD tertinggi terkumpul di Papua dan Maluku

1000 1200 1400 1600 1800 2000
Satuan biaya BOS Reguler SD non-daeran khusus (ibu rupiah per

Gambar 1. Satuan biaya BOS Reguler
SD non-daerah khusus per
kabupaten/kota menurut wilayah dan
status daerah tertinggal, TA 2025
Sumber: Kemendikdasmen (2024); Presiden
Republik Indonesia (2020); diolah penulis.
Setiap titik adalah satu kabupaten/kota;
posisi vertikal di dalam wilayah diacak agar

titik tidak bertumpuk.

Tabel 3. Satuan biaya SD dan tarif
daerah khusus menurut wilayah, TA
2025

Wil | Ka | Te |[Ta | Ta |Ka |F | Ta
aya | b/ |[rti |rif |rif |b/ |a |mb
h kot [ ng |SD | SD | kot | kt | aha
a gal | rat | rat | a or | n
a- |a- |de |d |rat
rat | rat | ng | ae | a-
a, |a, |an |ra |rat
ter |bu |[tar |h | a
tin | ka |if |k | SD
gg |n |da |h | (R
al |ter |era |us |p
tin | h us | rib

gg |kh | ( |
al |us |m
us |)

Jaw | 11 | O - |94 |11 |1, | 120
a 9 7 2

Su |15 |7 [1.0 [94 |55 |1, [137

mat | 4 34 |1 14
era

Kal | 56 |0 — 1.0 {47 |1, | 176
ima 19 7
nta

n

Sul | 81 |3 94 196 | 312 |1, | 191
awe 0 3 20
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Bali (41 |14 |95 |98 |23 |1, | 207
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Koefisien variasi (%) 19,3 20,0
Rasio 2,18 2,25
maksimum/minimum

Rasio persentil 90/10 1,32 1,35
Indeks Gini 0,078 | 0,082
Indeks Theil T 0,0160 | 0,0171
Porsi antarkelompok: 40,2 40,1
status tertinggal (%)

Porsi antarkelompok: 71,2 70,4
wilayah (%0)

- 5 9 21
Nu 7
sa
Te
ngg
ara
Mal |21 |8 1.2 |11 |19 , | 259
uku 21 | 42 21
Pap |42 |30 | 1.6 |12 |41 |1, | 426
ua 65 | 25 27

5
Ind |51 |62 |13 |97 |22 |- |221
one | 4 41 |2 78
sia

Keterangan: tarif dalam ribu rupiah per
siswa per tahun. Faktor m = tarif daerah
khusus =+ tarif non-daerah khusus; nilainya
sama untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan SL.LB
di semua kabupaten dalam satu wilayah
(selisih antarprovinsi = 0,001). Tambahan =
rata-rata (tarif SD daerah khusus — tarif SD
non-daerah khusus) pada kabupaten/kota
yang memiliki tarif SD daerah khusus (n =
225). @ Tidak termasuk 104 kabupaten/kota
di Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tenggara, dan sebagian Sulawesi Tengah
yang bagian daerah khususnya tidak terbaca.
Sumber: Kemendikdasmen (2024); diolah
penulis.

Ketimpangan dan dekomposisinya.
Ketimpangan tarif antarkabupaten/kota
tergolong rendah bila diukur dengan indeks
Gini (SD 0,078; SMP 0,082), karena
sebagian besar kabupaten/kota berada dekat
tarif minimum  (Tabel 4). Namun,
ketimpangan itu sangat terstruktur menurut
ruang. Perbedaan antarwilayah menjelaskan
71,2% indeks Theil SD (70,4% untuk SMP),
sedangkan  perbedaan  antara  daerah
tertinggal dan bukan tertinggal menjelaskan
40,2% (40,1% untuk SMP). Artinya, letak
geografis memprediksi tarif lebih baik
daripada status ketertinggalan.

Tabel 4. Ukuran ketimpangan satuan

biaya BOS Reguler non-daerah khusus
antarkabupaten/kota, TA 2025 (n = 514)

| Ukuran | SD

| SMP |

Keterangan: indeks tidak dibobot jumlah
siswa. Porsi antarkelompok = komponen
antarkelompok indeks Theil + indeks Theil
total. Sumber: Kemendikdasmen (2024);
diolah penulis.

Tarif daerah khusus. Bagian daerah
khusus  memuat  tarif untuk 227
kabupaten/kota. Dari 410 kabupaten/kota
yang statusnya terbaca, 55,4% memiliki desa
daerah khusus; porsinya 65,4% untuk
kabupaten dan hanya 83% untuk kota.
Hampir semua daerah tertinggal memiliki
tarif daerah khusus (54 dari 55 yang terbaca;
satu-satunya pengecualian adalah Lombok
Utara), dibandingkan 48,7% (173 dari 355)
daerah bukan tertinggal. Tarif daerah khusus
selalu sama dengan tarif non-daerah khusus
kabupaten yang sama dikali satu faktor tetap
per wilayah, dari 1,128 di Jawa sampai 1,275
di Papua (Tabel 3; Gambar 2). Pada 225
kabupaten/kota dengan tarif SD daerah
khusus, tarif SD daerah khusus rata-rata
Rp1,32 juta, Rp221 ribu (19,3%) di atas tarif
non-daerah khusus kabupaten yang sama,
dengan tambahan berkisar dari Rp115 ribu
sampai Rp538 ribu. Untuk SMP (n = 200),
tambahan rata-rata Rp281 ribu (19,6%).
Karena faktornya berupa pengali, tambahan
dalam rupiah membesar di daerah yang tarif
dasarnya sudah tinggi: rata-rata Rp426 ribu
di Papua, tetapi Rp120 ribu di Jawa.

Tambahan untuk daerah khusus naik dari Jawa ke Papua
5 wabupstan/iots yang memilk sshuan bisys da 1k D, T 2025; fabs! =

Papua . ® 1275% (Rpaza o)

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
Rata-rata satuan biaya BOS Reguler SD (ribu rupiah per siswa per tahun)
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Gambar 2. Rata-rata satuan biaya BOS
Reguler SD non-daerah khusus dan
daerah khusus menurut wilayah, TA

2025
Sumber: Kemendikdasmen (2024),
Lampiran I bagian A dan B; diolah penulis.
Hanya kabupaten/kota yang memiliki tarif
SD daerah khusus (n = 225).
Rentang tarif setelah daerah Kkhusus
diperhitungkan. Tarif SD daerah khusus
berkisar dari Rpl1,02 juta (Kabupaten
Pandeglang, Banten) sampai Rp2,50 juta
(Kabupaten Intan Jaya), rasio 2,46. Tarif SD
daerah khusus di Jawa (Rp1,02-1,20 juta)
masih berada di bawah median tarif non-
daerah khusus di daerah tertinggal (Rp1,28
juta). Sebaliknya, sekolah non-daerah khusus
di kabupaten Papua yang tidak tertinggal
menerima tarif rata-rata Rp1,23 juta, lebih
tinggl daripada tarif daerah khusus di
sebagian besar kabupaten tertinggal di NTT
(Rp1,10-1,35 juta).

PEMBAHASAN

Daerah 3T memang menerima
lebih, tetapi terutama di Papua. Secara
agregat, formula BOS 2025 memberi tarif
per siswa yang jauh lebih tinggi kepada
daerah tertinggal, dengan efek yang besar.
Temuan ini sejalan dengan pernyataan
pemerintah bahwa pembobotan indeks biaya
akan menguntungkan sekolah di daerah 3T
(Sekretariat ~ Kabinet, 2021). Namun,
dekomposisi menunjukkan bahwa
keuntungan itu terkonsentrasi di Papua dan
Maluku. Di Nusa Tenggara Timur, provinsi
dengan daerah tertinggal terbanyak di luar
Papua, daerah tertinggal justru mendapat
tarif dasar sedikit lebih rendah daripada
daerah lain di wilayah yang sama. Ini
konsisten dengan dasar formula: satuan
biaya dihitung dari indeks biaya pendidikan
atau  indeks  kemahalan = konstruksi
(Kemendikbudristek, 2022a;
Kemendikdasmen, 2024), yang mengukur
harga, bukan kebutuhan. Daerah tertinggal
dengan harga bangunan dan barang yang
tidak terlalu tinggi, seperti Sumba Timur
atau Belu, karena itu berada di tarif
minimum. Dalam istilah literatur
pembiayaan,  penyesuaian  ini  adalah
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penyesuaian biaya wilayah, bukan bobot
kebutuhan siswa atau sekolah (Duncombe &
Yinger, 2005; Fazekas, 2012).

Tarif daerah khusus adalah
pengali seragam per wilayah. Bagian
daerah  khusus memperbaiki  sebagian
masalah itu, karena hampir semua daerah
tertinggal memiliki desa daerah khusus dan
sekolah di desa itu mendapat tarif 13-28%
lebih tinggi. Namun, besar tambahan tidak
dibedakan menurut tingkat keterpencilan:
satu faktor berlaku untuk seluruh desa
daerah khusus di satu kelompok pulau, baik
desa yang hanya terjangkau perahu maupun
desa yang relatif mudah dicapai. Padahal
kriteria daerah khusus sendiri memuat
indikator yang bervariasi, yaitu
keterjangkauan transportasi, keterpencilan,
serta ketersediaan listrik dan komunikasi
(Kemendikbud, 2020). Karena faktornya
mengali tarif dasar, tambahan rupiah juga
ikut membesar di daerah yang sudah bertarif
tingel, sehingga rentang tarif daerah khusus
(rasio  maksimum/minimum 2,46) lebih
lebar daripada rentang tarif non-daerah
khusus (2,18). Ini tidak keliru bila biaya di
daerah khusus Papua memang jauh lebih
tingei, tetapi tidak ada dokumen terbuka
yang menjelaskan dasar penetapan faktor
1,128-1,275 itu.

Tarif per siswa belum menjawab
masalah sekolah kecil. Pendanaan per
siswa merugikan sekolah kecil, karena
sebagian biaya operasional (listrik, internet,
administrasi, petjalanan ke kantor dinas)
bersifat tetap dan tidak turun mengikuti
jumlah siswa (Andrews dkk., 2002). Sekolah
di daerah 3T umumnya kecil. Kekhawatiran
ini pernah mencuat ketika pemerintah
menunda syarat minimal 60 siswa bagi
penerima BOS karena dampak negatifnya
bagi daerah terpencil (Sekretariat Kabinet,
2021). Tarif yang 20-30% lebih tinggi belum
tentu menutup biaya tetap sekolah dengan
beberapa puluh siswa. Instrumen lain seperti
BOS Afirmasi (Kemendikdasmen, 2026)
dan transfer daerah ke 62 daerah tertinggal
(PA3KN, t.t.) mungkin menutup sebagian
kekurangan ini, tetapi tidak dianalisis di sini.
Analisis yang memakai alokasi per sekolah
diperlukan untuk menilai apakah dana total
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per sekolah di daerah 3T cukup untuk biaya
operasional minimum.

Dana lebih besar perlu tata kelola
yang memadai. Bukti internasional
menunjukkan bahwa tambahan dana untuk
daerah miskin dapat memperbaiki hasil
belajar (Jackson dkk., 2016; Lafortune dkk.,
2018), tetapi dampaknya bergantung pada
cara dana dipakai (Hanushek, 2003; Glewwe
& Muralidharan, 2016). Di Indonesia,
belanja daerah yang besar tidak selalu
menghasilkan layanan yang lebih baik bila
tata kelola lemah (Lewis, 2017), dan studi di
daerah perbatasan dan Papua menemukan
masalah akuntabilitas, ketidakhadiran kepala
sekolah, dan rendahnya keterlibatan komite
(Abao & Gaffar, 2022; Matani & Bleskadit,
2022).  Partisipasi  masyarakat  yang
terstruktur dapat mengubah perilaku guru di
daerah terpencil (Bjork & Susanti, 2023).
Karena itu, kenaikan tarif untuk daerah 3T
sebaiknya diiringi penguatan pengawasan
dan pelaporan, bukan hanya penambahan
dana.

Implikasi kebijakan. Pertama,
pemerintah  dapat  mempertimbangkan
bobot kebutuhan yang terpisah dari indeks
harga, misalnya bobot berdasarkan indeks
keterpencilan desa atau status tertinggal,
agar daerah tertinggal yang harganya tidak
tingei, seperti di N'T'T, tidak berada di tarif
minimum. Kedua, faktor daerah khusus
dapat  dibedakan =~ menurut  tingkat
keterpencilan, bukan hanya menurut
kelompok pulau. Ketiga, komponen tetap
per sekolah (dana dasar per sekolah) dapat
melindungi  sekolah  kecil, sebagaimana
diterapkan ~ dalam  banyak  formula
pendanaan sekolah (Fazekas, 2012; OECD,
2017). Keempat, dasar perhitungan indeks
biaya pendidikan dan faktor daerah khusus
sebaiknya dipublikasikan dalam format data
terbuka yang dapat diolah, karena saat ini
tarif hanya tersedia dalam lampiran PDF
berukuran besar.

Keterbatasan. Pertama, artikel ini
tidak menjawab judul secara penuh: yang
dibandingkan adalah tarif per siswa, bukan
dana yang benar-benar diterima setiap
sekolah, karena data alokasi per sekolah dan

jumlah siswa tidak dapat diakses. Kedua,
analisis tidak dibobot jumlah siswa, sehingga
ketimpangan yang dialami siswa dapat
berbeda dari ketimpangan antarkabupaten.
Ketiga, tarif daerah khusus tidak terbaca
untuk 104 kabupaten/kota, termasuk tujuh
daerah tertinggal, dan dua kabupaten
memuat nilai yang tidak dapat dipastikan
jenjangnya. Keempat, kolom tarif daerah
khusus dikenali dari rasio terhadap tarif non-
daerah khusus; aturan ini konsisten pada
semua baris yang terbaca, tetapi tetap
merupakan rekonstruksi. Kelima, daftar
daerah tertinggal berlaku 2020-2024 dan
diambil dari pemberitaan yang mengutip
perpres, bukan dari naskah lampiran.
Penelitian lanjutan  sebaiknya memakai
Lampiran III keputusan yang sama (alokasi
BOS Reguler per sekolah) yang digabung
dengan data Dapodik dan daftar desa daerah
khusus, sehingga dana per sekolah, dana per
siswa berbobot, dan kecukupan dana
sekolah kecil dapat dianalisis.

KESIMPULAN

Pada 2025, satuan biaya BOS
Reguler per siswa di 62 daerah tertinggal
rata-rata 38-39% lebih tinggi daripada di
daerah lain untuk SD dan SMP, tetapi selisih
itu hampir seluruhnya berasal dari Papua; di
luar Papua selisthnya hanya sekitar 7,5%,
dan daerah tertinggal di Nusa Tenggara dan
Sulawesi bahkan bertarif sedikit lebih rendah
daripada tetangganya. Ketimpangan tarif
lebih banyak dijelaskan oleh wilayah (71%)
daripada oleh status tertinggal (40%). Tarif
daerah khusus menambah 13-28% di atas
tarif biasa menurut kelompok pulau dan
berlaku di hampir semua daerah tertinggal,
tetapi tidak dibedakan menurut tingkat
keterpencilan. Dengan demikian, formula
BOS 2025 sudah mengarahkan lebih banyak
dana per siswa ke daerah 3T, tetapi besarnya
mengikuti indeks harga wilayah, bukan
kebutuhan. Karena analisis memakai tarif
dan bukan alokasi per sekolah, temuan ini
petlu diuji ulang dengan data alokasi dan
jumlah siswa per sekolah.
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Pernyataan Ketersediaan Data

Data satuan biaya per kabupaten/kota hasil
ckstraksi, beserta status daerah tertinggal
dan daerah khusus, tersedia sebagai berkas
pendukung
(satuan_biaya_bos_2025_per_daerah.csv)

dan  dapat  diperoleh  dari  penulis

korespondensi.
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